
1. Pasal 18 ayar (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 II tentang
Pernbentukan Peraturan Perundung undangan (Lembaran
Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 20 11 Nomor 82,
Tarnbahan Lernbaran NegRfl1 Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan L ndang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor )2 Tahun 201] len tang
Pcmbentukan Peraturan Pcrundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tuhun 2022 omor l43,
Tambahan Lembaran Negarn Rcpublik Indonesia Nomor
6801);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
P mbentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2U12 Nornur 229, Tambahan
Lernbaran "'tgara Repuolik Indonesia Nornor 5362);

4. Undang-Undang Nomur .23 Tahun 2014 tentang
Pcmcrintahan Daerah (Lernbaran 1 egara Republik Indonesia
Tuhun 2014 Nomor 24l. Tarnbahan Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia ....omor ~::>ts/J. scbagairnana tetan
beberapa kah diubah terakrur dengan Undang-Undang

(~UBERNUR KALlMAf'.'T A"ll'T,\R/\,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SALINAN

Mengingat

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan anggaran dan
menjamin kepastian hukum dengan tcrtib adminisirasi
keuangan. perlu dilakukan perubahun rerhadup pedornan
siandar harga satuan:

b. bahwa Peraturan Guberriur Nornor 60 Tahun 2020 tentang
Standar Hargn Satuan Provinsi Kalimantan Utara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubcrnur
Nnmnr 4R Tahun 1')021 fpnt:me ppnlhnhRn ntn~ Peraruran
Gubcrnur Nomor 60 Tahun 2020 icruang Standar Harga
Satuan Provinsi Kalimantan Utara sudah tidak sesuai
dengan kondisi saar ini sehlngga pcrlu diubah:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana
dimaksud datam huruf u dan huruf b. pcrlu
mcnclapkan Pcraturan Gubcmur tcntaug Pcrubahan
Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 60
Tahun 2020 teruang Standar Harga Satuan Provinsi
Kalimantan Utara:

GUBERNUR KALIMANTAN UTARt\
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 21 TAHUN 202.~
TE~TANG

PERUBAIIAN J\"EDUAATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTAl\(J STANDAR HARGA SATUAN

PROVINSI KALlMAN1AN UTI\RA



Nomor 6 Tahun 2023 tcntang Penctapan Peraturan
Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
ten tang Cipta Kerja Mcnjadi Undang-Undang (Lernbaran
Neaara RepubLik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
o8~(i).

5. Peraturan Pernenntah Nomor 27 Iuhun ~014 teruang
P~ng~lnl::'::In R::1rllnp Milik "1'''Ar'~IDAf'ri\h ,. ernbaran Nf'g;fra, u ~

Repu blik Indonesia Tahun 2014 f\omor 92. Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagairnana Lelah diubah dengan Peraturun Pemenntah
Nomor 28 Tahun 2020 tcnt ang Pcrubahan atas
Peraturan Pemenntah Nornor 27 T'ahun 2014
tcntang Pengelolaan Barring Milik NegarajDaerah
(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor
142. Tambahan Lernbaran egara Republik Indonesia Nomor
6523):

6. Peraturan Pemenntah Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019
ten tang Pengelolaan Kcuangan Dacmh (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan
Lernbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor ]6 Tahun 2018 tentang
Pcngadaan Barang/ .Jasa Pernerinrah (u:mbaran NCRard
Republik Indonesia rabun 2018 'omur 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan .uns Pcraturnn Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tcntung Pcngadaan Barang/.Jasa Pemenntah
(Lcmbaran Negara Rf publik Indonesia Tahun 2021 Nomor
6~)~

8. Peraturan Presiden . omor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

9. Peraturan Merueri Dalarn Negeri ornor 80 Tahun 2015
len Lang Pembenlukan Produk Hukum Daerah [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 20361, sebagairnana
telah diubah dengan Peraturan Menlcn Dalarn Negeri Nomor
120 Tabun 2018 tentang Perubahan AlaS Pcraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 entang Pernberuukan
Produk Hukum uaeran l~enta Negara xepubhk Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1571.

10. Peraturan Menteri Datum Negeri omor 29 Tahun 2016
icntang Pcdoman Pcrjaianan Dina kc Luar Negcri bagi
Apararur SipiJ Negara Kcrncnrerian Dalarn egeri dan
Pemerintah Daer all, Kepala Daerah dan Wakil Kepaia
Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah [Berita Negarn Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 81 I)·

I 1 Peraturan Menteri D dam Negeri ornor 77 Tahun 2020
ientang Pedoman Teknis Per."!!"!n!::::n Keuangan Daerah
(Berita Ncgara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

i'2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lernbaran
Dacrah Provine. Kalimantan Utaru l'ahun 2022 Nomor 1);
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2. Ketentuan Pasal :3 diu bah sehmgga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2
(I) Dengan Peraturan Gubernur iru ditetapkan standar

harga saruan.
PI Standar harga satuan sebagnimana drmaksud pacta ayat

(1) mcliputi:
a. standar harga satuan biaya kegiatan:
U.standar harga satuan honorarium;
c. standar harga satuan bia ra pemeliharaan; dan
rl srnndnr hnron sntunn opnAAriAfln kt~nrlAr~um dinasb • u

(3) Standar harga satuan sebagnimnna dimaksud pada ayat
(2) tercantum dalam Larnpiran sampai dengan Larnpiran
IV yang rnerupakan bagian tidak tcrpisahkan dan
Peraturan Gubernur ini.

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai

rasa) I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nornor 60
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi
Kalimantan Utara (Berita Daerah Provmsi Kalimantan Utara
T. hun 1020 Nomor 001 scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Nornor 48 Tahun 2021 teruang Perubahan
at..1S Peraruran Gubernur Nornor 60 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Saruan Provinsi Kalimantan Utara (Berita
Daerah Provinsi Kallman tan Utara 1ahun 202 1 Nomor 4l:SJ
diubah scbagai bcrikut:

PERATURAN GUBER~UR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
AlAS PERA.TURANGUBERNUR KALtMMTAN UTARANOMOR
60 TAHU'l 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PROVI~SI KALIMANTANUTARA.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

13. Peraiuran Gubernur Kalirnanu n Utara ornor 60 Tahun
2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Kalimantan
Utara (Berita Daerah Provins! Kalimantan Utara Tahun 2010
Nomor 60) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Nornor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tcntang Standar
Harga Satuan PrOVLnSl Kalimantan Utara (Renta Daerah
Prnvinsi "~Iimnn'::\n 11',r,l Tahun 10? I omnr 4R);
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Pas;il 3
l1l Standar harza satuan sebazaimana dimaksud dalarn

Pasal 2 ayar (1) dipcrgunakan dalam pere.ncanaan dan
pelaksanaan APBD



BERlTA DAl<..RAH PROVINSI KALIMANTAN UTARATAHUN 202~ NOMOR21

c;URlANSY AH

tid

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 21 Agustus 2023

SEKR£-rARlS OAERAH PROVTNSIKALrMANTAN VTARA.

Diietapkan dj Tanjung Selor
pada tanggal 14 Agustus 2023

Salinan sesu dengan aslinya
Sek etariat Daerah P. ~vinsi Kalimantan Utara

Kep Hukum
t"

ZAINAL ARIFIN PALIWANG
D GOZALI. S.E., ~rn
001032001121003

Agar setiap orang mengeiahuinya, memerintahkan
JAngundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Benta Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal JJ
Pcraturan Gubemur ini muJai berlaku pada tanggal
diundangkan.

ltd

(2t Dalarn perencanaan anggaran scbagaimana dirnaksud
pada ayat (1), standar harga saiuan berfungsi sebagai:
:1. batas tertinggi yang be arann) a tidak dapat

dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan
anggaran satuan kerja pcrangkat daerah;

1..>. referensi penyusunan proyeksi prnkiraan maju; dan
c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.

(.1J nBf::lm ~fnk~RnRAn nnop'nrs:m ~~o",imRn~ nimAk<:lIr1i'- ~ , ....

pad a ayat (1), standar harga satuan berfungsi sebagai:
a batas lertinggi yang besarannya tidak dapat

dilampaui dalam pelaksanaan anggeran kegiatan: dan
b. estirnasi, yang mcrupakan prakiraan be Man biaj a
tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi
tcnentu, terrnasuk karcna adanya kenaikan harga
pasar.

(4) Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilarnpaui
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan a) at
(3) huruf a termasuk pernbavaran pajak sesuai denaan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal terdapat perubahan harga yang diakibatkan
kenaikan harga opcrasional dan/atau inflasi sehingga
satuan harga yang telah ditetapkan dalam Lampiran
Peraturan Gubernur ini sudah tidak sesuai, akan
dilakukan perbaikan dan penycsuaian tarif serta
penetapannyu dengan Keputusan Gubcrnur.
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